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WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 027 /Kep.624-BKAD /2026
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS BARANG PENGELOLA, KUASA PENGGUNA
BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS
BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Pengurus Barang Pengelola, Kuasa Pengguna
Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang,
Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna
dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2026 telah
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor
027 /Kep.389-BKAD /2026, namun dalam
perkembangannya terdapat pejabat pengelola barang
milik daerah pada Perangkat Daerah yang memasuki
batas pensiun dan alih tugas serta terdapat usulan
perubahan dari Perangkat Daerah, berdampak pada
penggantian Kuasa Pengguna Barang, Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang
Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sehingga
Keputusan Wali Kota dimaksud perlu disesuaikan dan
ditetapkan kembali;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Wali Kota
selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik
Daerah berwenang dan bertanggung jawab menetapkan
pejabat pengelolaan barang milik Daerah;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pengurus
Barang Pengelola, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang
Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus
Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Bandung Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota
Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 704 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 350);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 12);
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MEMUTUSKAN:

Penetapan Pengurus Barang Pengelola, Kuasa Pengguna
Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus
Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus
Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Bandung Tahun Anggaran 2026.

Susunan Pejabat dan Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung
Jawab Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali
Kota ini.

Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka
Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 027/Kep.389-
BKAD/2026 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengelola,
Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang
Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2026,
dinyatakan masih tetap berlaku kecuali mengenai
penggantian pejabat pengelola barang milik daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bandung.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 9 Maret 2026

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN




